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SALINAN

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPURLIK INDONESIA

NOMOR 217/0/2000
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000;

] Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistemn Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3390);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3411);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3763);
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengzn Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764),

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 3460);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999,

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 mengenai pembentukan
kabinet periode tahun 1999 - 2004,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/0/1997 tentang Perubahan
Nomenklaur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, scbagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor (035/0/1997 tentang Perubahan
Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata Kerja SMU, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/0/1997 tentang Perubahan
Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tara Kerja SMK, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/0/2000;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Pendidilcan Nasional.




Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparalur Negara dengan  surat Nomor

82/M.PAN/11/2000 Tanzeal 6 Nonember 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

(1)

(L)

(2)

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1999/2000
Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB}, Sekolah Lanjutan Tingkar Pertama (SLTP),
Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran | Keputusan

ini.
Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negern
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan :

Nomor 0296/0/1578;

Nomor 0295/0/1978;

Nomor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997;

Namor 036/0/1997.

¢ e o

Bagan organisasi sckolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IT Keputusan ini.
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Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Prcyinsi untuk melaksanakan pembukaan dan
penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana lercantum
dalam keolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
1. Taman Kanak-kanak (TK) Negeri 235 buah;
5 Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 38 buah;
3.  Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri  10.743 buah;
4, Selcolah Menengah Umum (SMU) Negeri 2.907 buah;
7 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 794 buah;
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia,

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakaria
pada tanggal 17 Nopember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
ted.

YAHYA A. MUHAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...
e




Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

i 0% Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah,
3. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,

4. Qekretaris Dircktorat Jenderal, Sekretaris Inspeltoral Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departcmen Pendidikan Nasional,

5. Semua Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Direktur Utama PT. (Persero) Balai Pustaka dalam lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional,

Kepala Badan Kepegawaian Negara,

Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat [ setempat,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

10. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,

11.  Dircktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,

12.  Kepala Kantor Perbendaharaan dan [Kas Negara setempat,

13. Komisi VI DPR-RI,

14,  Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hulkum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional,




REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/0/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

e T “T___' PEMBUKAAN ] _ ~ PENEGERIAN ; f
. NO. PROPINSI | i JUMLAH ! | i [JUMLAH TOTAL
- _ | TK SLB|SLTP | SMU SMK | TK | SLB | SLTP | SMU | SMK | et L
i | i i
| 1. DKI JAKARTA TR SR T R . S S (B SR IR R
2. | JAWA BARAT Y A 16 4 251 o~ | = || = = ‘ = e ‘ o5
3. | JAWA TENGAH g — 17 1 4 =1 R R U S e 25!
4, D. YOGYAKARTA - = 2| - - Bl =1 = = = | e RS 2f
5. | JAWA TIMUR 2, - 12 1 - 18] - - - - 4 =} - 15+
6. |D.| ACEH PE 21 5 1 og - | = - - - = oE
7. . SUMATERA UTARA - - — ik " = 1 = = = = = 11
8 | SUMATERA BARAT - i - 5| = - | 51 — | - E = W 2 5!
a RIAU - - 5 2 11 B - | - - <1 - o 10
¢ 10, JAMBI - = 6 1 1 g = | = - 1 - 1 g
| 11. |SUMATERA SELATAN | - - 6] 8 O T R S (L - 55
i 12, 'LAMPUNG | - = 12| 4 2 18] = - = E = T 1
| 13, KALIMANTANBARAT | = = s 4| - gl = | =4 = | - | = . 9
| 14, 'KALIMANTAN TENGAH - = 5] 3 1 9 = = - = = 0 f 9
| 15 KALIMANTAN SELATAN Fusii=: 18 - 1 14 - | - = = = 14,
| 16.  KALIMANTAN TIMUR | - = 24| — 2 26 - | - - - - - 26
| 17, SULAWESI UTARA Plos 4 = 20 - | = 200 - | - - - - = 20
18, SULAWESI TENGAH Fo s s 24| = | 1 A = f _ u - 5 96
' 18, SULAWES! SELATAN < = 10 10 1 21| - - - - - - 21
20, SULAWESI TENGGARA = - 12 4 1 b4 N = - e 0 e it
21. | MALUKU - = = 2| - gt = | = 2| - = 2| 4
22. BALI “ S 2| = - 2l - = = e o
3. | NUSA TENGGARA BARAT 11 - 6 1| = 8 = = = = - - g
24, | NUSA TENGGARA TIMUR R 8 2l - | 1] - - = = = B = 11
25. | IRIAN JAYA =4 =1 2 1 2| Bl - = | = | = ~ - 5
. 26. |BENGKULU - - -~ 1] - 1 = | = - - - = i i}
] ‘ ‘ ' i
JUMLAH 10 1| =243 64| 23 41| = | - 2 2 = 5 348 |
: - i i __l




1

16. IKALJMANTAN TIMUR

A. PEMBUKAAN

—

10,

o

| %2

. SLTP Negeri 20

Balikpapan

SLTP Negeri 32
Samarinda

SLTP Negeri 3
Bontang

|
|
SLTP Negeri 2 |
Pulau Derawan !

SLTP Negeri 2
Talisayan

SLTP Negeri 3
Sambaliung ‘

SLTP Megeri 3
Gunung Tabur

SLTP Negeri 2
Biduk — biduk !

SLTP Negeri 1 ‘
Kayan Hilir ‘

SLTP Negeri 2
Nunukan

SLTP Negeri 3
Malinau

SLTP Negeri 9
Tarjung Palas

4 = S e 6
- Balikpapan Kotamadia Balikpapan 11,7
Utara T
| _ 1.1
- Samarinda llir ! Kotamadia Samarinda [ 11.1
j 5}
114
- Bontang Selatan |Kaotamadia Bontang 11.1
1 151 |

|
- Pulau Derawan  Habupaten Berau
- Talisayan Kabupaten Berau

- I Sambaliung Kabupaten Berau

- Gunung Tabur I!(abupaten Berau

= 'Biduk—biduk Kabupaten Berau
= Kayan Hilir Kabupater Bulongan
- Nunukan Kabupaten Bulongan
|
|
= | Malinau Kabupaten Bulongan

- Tanjung Palas Kabupaten Bulongan

4242 23.01 1€.5150

4747.23.01,16.5230

3
1
1
B
1.4242 23.01 16.5220
1
1.4242.23.01 16.5250
A

4242 .23.01.16.5110
4242 23.01.16.5120 |

4242 23.01 16.5210 |

42422301 16 5350
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13, SLTP Negeri 2 = Pulau Bunyu Kabupaten Bulongan
Pulau Bunyu
i 14, SLTP Negeri 2 = Sebatik Kabupaten Bulongan
; i Sebatik
| 15. SLTP Neger| 2 - Sangatta Kabupaten Kutai
] Sengatta
16, SLTP MNegeri 3 - Sangkulirang Kabupaten Kutal
Sangkulirang
: | 17. SLTP Negeri 3 - Tenggarcrg Kabupaten Kutai
5 , Tenggarong Seberang
k Seberang
| 18. SLTP Negeri & - Tenggarong Kabupaten Kutal
Tenggarong
i | 19. SLTP Negeri 2 « 5 Bongan Kabupaten Kutai
; Songan |
| 1
| 20, SLTP MNegeri 4 | - Pasir Balengkong| Kabupaten Pasir
i Pasir Balengkong |
21, SLTP Megeri 4 - | Kuaro Kabupaten Pasir
Kuaro
22. BLTP Negeri 6 = Tanah Grogot Kabupaten Pasir
Tanah Grogot
23. SLTP Negeri 4 = Panajam Kabupaten Pasir
I | Panajam
|
24. SLTP Negerl 4 - Long lkis  |Kabupaten Pasir
Lang lkis
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SALINAN LAMPIRAN Il KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/0/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

A. BAGAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK

|\ KEPALA

4
s

PETUGAS
TATA USAHA

GURU-GURU




B.

THNSTALAST

(1}

(2}

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LUAR BIASA
KEEPATR
TRUSAN
TATLZ USLHA
CURU-CURU




C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA

KEPALA
WAKIL KEPALA

URUSAN
TATA USREA

JABATAN
FUNGS10NAL




D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

KEPALA
WLKIL KEPALA

URLSAN
TATE USAHL

KELOMPOK
JABATAN
FUNGS IONAL




E. BAGSN ORGANISASI

LAH MENENGAH KEIURUAN

EEPALA

WAKIL KEFALA

SUBBAGLAN
TATA USAHA

INSTALAST
€13

(2)

(3}

KELOMPOK
JRABATLN
FUNGSTIONAL

Salman sesuai dengan aslinya.
Aireekukum dan Huhungan Masyarak:ﬂ

MENTERI PENDIDIKAN NASTONAL,
ttd.
YAHYA A. MUHAIMIN
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